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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tentang alih fungsi tanah pertanian 

menjadi tanah non pertanian untuk rumah dan toko di Kabupaten Sleman dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana 

yang dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

kemudian diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Adapun prosedur permohonan yang 

harus dipenuhi oleh pemohon terbagi menjadi dua kategori yaitu Kategori 

Usaha Mikro Kecil dalam pendaftarannya melalui Keterangan Rencana 

Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK dan Non Usaha Mikro Kecil dalam 

pendaftarannya melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

selanjutnya disingkat KKPR. Pada penelitian ini seluruh responden 

menggunakan prosedur KRK. Pelaksanaan alih fungsi responden dalam 

penelitian ini melalui Online Single Submission , dimana pemohon mengunggah 

berkas secara elektronik berupa pernyataan mandiri sesuai dengan KRK yang 

dikaji oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sehingga dikeluarkannya Surat 

Ijin lalu dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pencoretan 

atau perubahan sertifikat tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Kendala 

yang terjadi pada pemohon dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa 
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faktor yaitu kendala regulasi, kendala sistem dimana saat ini untuk pelaksanaan 

alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk rumah dan toko 

sudah berbasis online sehingga yang kemudian berdampak kepada kendala 

aplikasi. 

 

B. Saran 

Bagi pemohon yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi 

tanah non pertanian untuk rumah dan toko di Kabupaten Sleman harus 

memenuhi prosedurnya secara lengkap dan disesuaikan dengan rencana tata 

ruang Kabupaten Sleman sehingga proses perizinannya dapat diurus dengan 

cepat. Bagi instansi pemerintah terkait agar lebih memperhatikan lagi sistem 

aplikasi dengan meningkatkan SDM agar tidak terjadi kendala waktu dan 

pelayanan bagi pemohon. Adanya layanan bantuan atau konsultasi secara online 

atau offline dengan memberikan nomor Customer Service jika pemohon 

kesulitan dalam memasukan data ataupun dalam proses pelaksanaanya.  
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